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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disampaikan sejarah konflik antara etnis Bali dan etnis

Lampung yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, dan juga kronologi

konflik yang terjadi pada tanggal 27 sampai 29 bulan Oktober 2012 yang

bersumber dari wawancara dengan beberapa warga dan tokoh adat di Lampung

Selatan juga dokumen-dokumen terkait dengan konflik yang terjadi antara etnis

Lampung dengan etnis Bali. Juga beberapa konflik yang pernah terjadi antara

etnis Bali dengan etnis pendatang non Bali.

Selain itu, analisis dari pemaparan beberapa tokoh lokal terkait konflik yang

terjadi antara etnis Bali dari Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji dan etnis

Lampung dari Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tanggal 27 hingga 29 Oktober yang merenggut banyak korban jiwa maupun

luka-luka dan juga kerugian materi.

5.1 Realitas Perilaku Etnis Bali Dengan Etnis non-Bali di Kabupaten
Lampung Selatan

Mayoritas masyarakat etnis Lampung beragama Islam, sedangkan masyarakat

etnis Bali beragama Hindu, Ketimpangan terjadi ketika kita menelaah kebiasaan

etnis Bali yang memelihara atau mempunyai ternak hewan yang dianggap tidak

lazim bagi umat muslim. Masyarakat Lampung sangat jarang berkonflik dengan
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masyarakat pendatang yang berbeda etnis dan agama, seperti etnis Lampung

dengan etnis Jawa, jarang terjadi konflik karena mereka memiliki kesamaan, baik

itu agama, kebiasaan dalam keseharian, ataupun hewan ternak mereka.

Contoh lainnya, antara etnis Lampung pribumi dengan etnis Batak, mereka

berbeda dalam segi agama mungkin, tetapi sangat jarang atau mustahil kita

melihat warga etnis Batak memelihara ternak babi. Jika hewan peliharaan seperti

anjing, etnis Lampung pun tidak jarang yang memelihara anjing untuk menjaga

rumah mereka atau untuk dibawa berkebun.

Masyarakat Lampung mempunyai doktrin kearifan lokal berupa Phi’il Pesenggiri

(Phi’il), yang di dalamnya terkait soal kehormatan diri yang muncul karena

kemampuan mengolah kedewasaan berpikir dan berperilaku. Di sini kemampuan

hidup berdampingan dengan berbagai kalangan termasuk pendatang, merupakan

salah satu inti ajaran Phi’il dalam etnis Lampung yang telah lama ada di dalam

sendi kehidupan masyarakat.

Begitu juga masyarakat Bali dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, Tatwam Asi

(kamu adalah aku dan aku adalah kamu) dan Salunglung Sabayantaka, yang

mengajarkan demikian dalam arti penting hidup berdampingan secara damai dan

saling menghormati dalam keberagaman etnis di bumi yang mereka pijak. Tanpa

memperdulikan perbedaan etnis dan agama agar bias membaur dan menekan

kesenjangan sosial antara etnis.

Tetapi doktrin tersebut tidak  dipungkiri telah banyak mengalami pergeseran

makna yang sesungguhnya. Situasi di Lampung ini cerminan bahwa nilai-nilai
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kearifan lokal makin terpinggirkan, setidaknya mengalami pergeseran makna,

konsep Phi’il, misalnya, mengalami penyempitan makna sekadar membela harga

diri, alih-alih dikaitkan keharusan kedewasaan berperilaku, masalah ”kehormatan

diri” justru jadi alasan pembenaran untuk menempuh cara apapun sejauh itu

dianggap dapat menjaga harga diri etnis mereka.

Sementara pergeseran makna doktrin dalam etnis Bali memasuki wilayah tindakan

yang tidak terpuji, dimana mereka menganggap etnis mereka akan superior jika

mereka bersatu melawan etnis lain tanpa menelisik akar permasalahan yang

sedang dihadapi. Selain itu, dukungan arogansi dituangkan dalam jiwa generasi

muda yang sesungguhnya menjadi ancaman bagi etnis mereka secara keseluruhan

di Lampung Selatan.

5.1.1 Ragam Konflik Antara Etnis Bali Dengan Etnis non-Bali

Berikut ini adalah beberapa konflik yang pernah terjadi antara etnis Lampung

dengan etnis Bali di Kabupaten Lampung Selatan, yang pernah terjadi dalam

beberapa tahun terakhir dengan berbagai penyebab konflik. Pada akhirnya

menyebabkan arogansi harga diri untuk menyelesaikan konflik secara primordial

dengan mekanisme kekerasan, tanpa mempertimbangkan akibat dalam jangka

panjang.

1. Warga Desa Bali Nuraga Dengan Warga Desa Sandaran

Pada awalnya, antara tahun 1982 pernah terjadi perselisihan antara warga Desa

Bali Nuraga dengan warga Desa Sandaran yang diakibatkan oleh saling rebut

areal kekuasaan antara calo agen yang berlatar belakang etnis Lampung dengan

calo agen yang berlatar belakang etnis Bali dari Desa Bali Nuraga. Akibat
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perselisihan itu, berbuntut pada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa

Bali Nuraga yang notabene adalah etnis Bali, tidak diketahui pasti jumlah korban

tetapi dua rumah habis terbakar di Desa Sandaran yang diakibatkan penyerangan

tersebut.

2. Warga Bali Ketapang Dengan Warga Desa Tetaan

Kemudian pada tahun 2010, karena perkelahian antara pemuda Lampung dengan

pemuda beretnis Bali, masyarakat Bali dari Kecamatan Ketapang menyerang Desa

Tetaan Kecamatan Penengahan. Penyerangan tersebut menghancurkan gardu

ronda dan pangkalan ojek di perempatan Gayam Kecamatan Penengahan, tidak

diketahui secara pasti kerugian dan korban baik itu korban jiwa ataupun korban

luka.

3. Warga Bali Dengan Warga Desa Marga Catur

Setelah itu antara tahun 2011 terjadi lagi konflik antara warga Bali dengan warga

Desa Marga Catur yang beretnis Lampung. Pertikaian terjadi diakibatkan karena

saling senggol antara kedua kelompok pemuda pada saat berjoget di acara resepsi

pernikahan warga Desa Marga Catur. Konflik meluas dan mengakibatkan korban

luka dari pihak pemuda Bali.

Karena tidak terima warganya menjadi korban, puluhan warga Bali menyerang

Desa Marga Catur yang mengakibatkan kurang lebih enam rumah habis terbakar

oleh warga Bali. Ketika masyarakat Bali melakukan penyerangan ke Desa Marga

Catur, mereka menggunakan atribut-atribut khusus adat Bali sebagai simbol

kekuatan etnis Bali.
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4. Warga Bali Napal Dengan Warga Desa Kota Dalam Sidomulyo

Setelah itu terjadi lagi konflik horizontal yang dikarenakan lahan parkir di Desa

Sidomulyo antara warga Sidomulyo yang beretnis Lampung dengan warga Dusun

Napal yang beretnis Bali di Tahun 2012 bulan Januari. Pertikaian dikarenakan

Perebutan lahan parker. Karena terjadi cekcok antara tukang parkir, warga Desa

Napal memanggil teman-temannya dan melakukan pengeroyokan di pasar

Sidomulyo dan melakukan Penyerangan terhadap Desa Kota Dalam yang

mengakibatkan beberapa orang warga Kota Dalam menjadi korban luka-luka.

Pemuda Lampung pun melaporkan kejadian tersebut kepada tokoh adat Lampung,

karena tidak terima dengan kejadian tersebut.

Warga etnis Lampung kembali menyerang Desa Napal dengan mengerahkan

ratusan massa dan mengakibatkan kurang lebih empat orang warga etnis Bali

menjadi korban dan kurang lebih lima puluh rumah di Desa Napal habis terbakar.

Perdamaian terjadi pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2012 dan memuat

permohonan maaf yang berisi:

1. Kami warga Lampung Selatan suku Bali dengan ini menyatakan
permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya atas
peristiwa kerusuhan yang terjadi di desa Marga Catur dan desa Kota
Dalam pada tanggal 24 Januari 2012, yang dilakukan warga Lampung
Selatan suku Bali desa Sidomulyo kecamatan Sidomulyo kabupaten
Lampung Selatan.

2. Kami warga Lampung Selatan suku Bali menyatakan dan menjamin
bahwa warga Lampung Selatan suku Bali tidak akan mengulangi
menimbulkan perbuatan-perbuatan anarkis yang mengatas namakan suku,
agama, dan ras (SARA) dan kalau ada warga Lampung Selatan suku Bali
sengaja terbukti melakukan perbuatan tersebut diatas, maka kami selaku
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, akan
memberikan sanksi tegas kepada warga kami yang melakukan perbuatan
anarkis tersebut dan tidak akan membela orang yang sengaja terbukti
melakukan kesalahan, yang mengakibatkan kerugian orang lain.
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3. Kami warga Lampung Selatan suku Bali akan senantiasa akan hidup
berdampingan secara rukun dan damai dengan seluruh masyarakat di
Kabupaten Lampung Selatan.

Juga perjanjian yang berisi:

1. Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan
anarkis yang mengatas namakan Suku, Agama, dan Ras (SARA),
sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan,
kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan
umumnya bagi masyarakat luas.

2. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian, dan
perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orang
tua dan/atau keluarga yang bersangkutan.

3. Kedua belah pihak sepakat apabila orang tua dan/atau keluarga tidak
mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada angka
2 (dua), maka akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan aparat
pemerintahan desa setempat.

4. Kedua belah pihak sepakat apabila menyelasaikan permasalahan seperti
yang tercantum pada angka 3 (tiga) tidak tercapai, maka tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan aparat
pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan
permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai
ketentuan Undang-undang yang berlaku.

5. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban,
kerukunan, keharmonisan, dan perdamaian antar suku yang ada di bumi
Khagom Mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai serta
mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang sedang
berjalan.

6. Kedua belah pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi
perjanjian perdamaian ini.

Sebelum peneliti paparkan lebih jauh konflik yang terjadi antara Desa Bali Nuraga

dengan Desa Agom, peneliti ingin menyampaikan konflik yang pernah terjadi

antara etnis Bali dengan pendatang lain yang ada di Lampung Selatan. Tetapi

tetap tidak mengesampingkan fokus penelitian, maksud dalam menyampaikan

konflik antara etnis Bali dengan etnis non Lampung ini dikarenakan peneliti
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menganggap ini bagian dari sejarah konflik di Lampung Selatan yang tidak bisa

dianggap hilang atau tidak pernah terjadi.

5. Konflik Antara Etnis Bali Dengan Pendatang yang Beretnis Semendo di
Kecamatan Palas

Pada tahun 2005 masyarakat Bali Agung Kecamatan Palas terlibat konflik dengan

masyarakat Desa Palas Pasmah, penyebab terjadinya konflik pada saat itu adalah

karena pertikaian pemuda ketika acara organ tunggal. Akhirnya kerusuhan

bermuara pada penyerangan terhadap Desa Palas Pasmah dan beberapa rumah

warga Desa Palas Pasmah terbakar.

Kemudian pada tahun 2010 warga masyarakat Bali Agung kembali melakukan

penyerangan, kali ini penyebab terjadinya konflik karena keributan antara pelajar

SMAN 1 Penengahan Lampung Selatan yang beretnis Bali dengan pelajar lain

yang beretnis Semendo. Karena perkelahian pelajar tersebut berbuntut pada

penyerangan terhadap Desa Palas Pasmah.

Dikarenakan penyerangan dilakukan pada siang hari, masyarakat Palas Pasmas

tidak banyak yang berada di rumah karena mayoritas mata pencaharian mereka

yang berkebun dan bertani di sawah. Sehingga hanya beberapa rumah warga yang

terbakar dan 1 (satu) warga bernama Rio yang tidak mengetahui akan adanya

penyerangan tersebut menjadi korban meninggal karena terkena tombak dibagian

kepala belakangnya. Menurut beberapa saksi, mereka menyerang dengan tombak,

panah, dan juga pedang.
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6. Warga Masyarakat Bali Dengan Masyarakat Desa Ruguk di
Kecamatan Ketapang

Warga Bali pada Tahun 2009 di Kecamatan Ketapang menyerang (melempari)

Masjid di Desa Ruguk, penyerangan dikarenakan suara Adzan yang dianggap

terlalu kuat di masjid, karena hal tersebut masjid Desa Ruguk menjadi sasaran

yang mengakibatkan rusaknya atap masjid akibat pelemparan tersebut.

Penyerangan tersebut tidak mengakibatkan korban baik luka maupun korban jiwa.

7. Warga Desa Bali Nuraga Dengan Warga Desa Patok Sidoarjo
Kecamatan Way Panji

Pada saat malam takbiran Idul Fitri tahun 2012, para pemuda Desa Bali Nuraga

melakukan kerusuhan/keonaran di depan masjid Sidoarjo Way Panji saat umat

muslim sedang mengumandangkan takbir kemenangan atas puasa Ramadhan

sebelumnya. Pemuda Bali Nuraga menganggap umat Islam melakukan kebisingan

dengan menghidupkan petasan di wilayah tersebut, sedangkan bagi umat Islam

dihampir seluruh penjuru dunia biasa dalam memeriahkan malam Idul Fitri

dengan bertakbir dan memainkan petasan.

TABEL 5 : Urutan Kejadian Konflik.

No. Konflik antar Etnis Tahun Akar Permasalahan

1. Desa Bali Nuraga (Bali)
dengan Desa Sandaran
(Lampung)

1982 Perebutan wilayah antara Agen
(calo penumpang)

2. Desa Bali Agung (Bali)
dengan Desa Palas
Pasemah (Semendo)

2005 Perkelahian pemuda pada saat
orgen tunggal

3. Masyarakat Bali
menyerang Masjid Desa
Ruguk

2009 Dikarenakan suara adzan yang
terlalu kuat
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4. Desa Bali Agung (Bali)
dengan Desa Palas
Pasemah (Semendo)

2010 Perkelahian pelajar SMA

5. Bali Desa Ketapang
(Bali) dengan desa
Tetaan (Lampung)

2010 Perkelahian pemuda

6. Bali dengan Desa Marga
Catur (Lampung)

2011 Saling senggol ketika berjoged

7. Desa Bali Napal (Bali)
dengan Desa Kota
Dalam (Lampung)

2012 Perselisihan tukang parkir

8. Warga Bali Nuraga
(Bali) dengan warga
Patok Sidoarjo (Jawa)

2012 Merayakan malam takbiran di area
masjid, dianggap berisik oleh
warga Bali

9. Desa Bali Nuraga (Bali)
dengan Desa Agom
(Lampung)

2012 Pelecehan Seksual terhadap 2 gadis
Lampung

5.2 Penyebab Konflik Antara Etnis Bali Dengan Etnis Lampung Cepat
Membesar

Pada subbab ini, penulis akan memaparkan kronologi penyebab konflik antara

etnis Bali dengan etnis Lampung di Lampung Selatan pada tanggal 27 sampai

dengan 29 Oktober 2012 berdasarkan temuan-temuan fakta di lapangan. Selain itu

juga akan dijelaskan kondisi pasca bentrok di lampung selatan.

5.2.1 Penyebab Awal Konflik

Sekitar pukul 13.00 WIB, awalnya dua gadis Lampung pulang dari pasar Patok

Sidoarjo Kecamatan Way Panji menuju Desa Agom Kecamatan Kalianda dengan

berboncengan sepeda motor. Ketika melewati wilayah sepi yang masih terdapat

banyak sawah warga, mereka didekati dengan 2 lelaki pengendara motor lain yang

berboncengan, yang juga notabene warga Desa Bali Nuraga Kecamatan Way

Panji.
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Ketika itu, 2 pengendara motor laki ini mendekati motornya ke motor perempuan

Lampung tersebut dan memepet motornya sambil melakukan pelecehan yaitu

dengan memegang buah dada perempuan tersebut hingga mereka terjatuh di

paritan jalan. Mengharap bantuan pemuda tanggung itu justru berlalu dengan

rekan-rekannya. Bersamaan dari itu ada warga yang juga etnis Lampung

menolong dua gadis tersebut dan mengantarnya kerumah dan menuju Rumah

Sakit Umum Kalianda Lampung Selatan.

5.2.2 Peta Penyebab Konflik Membesar

Setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB warga Desa Agom yang

diwakili orang tua kedua korban, Kepala Desa Agom, tokoh pemuda, dan tokoh

masyarakat pergi munuju Desa Bali Nuraga. Maka menemui Kepala Desa Bali

Nuraga untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan pelecehan warganya

yang mengakibatkan kedua gadis harus dilarikan kerumah sakit.

Kemudian Kades Bali Nuraga mengantar kerumah warganya yang menjadi pelaku

jatuhnya 2 gadis Desa Agom. Terjadi dialog antara kedua Kades, orang tua

korban, dan orang tua Pelaku. Kades Agom menginginkan pertanggung jawaban

sepenuhnya atas warganya yang menjadi korban. Tetapi Kades Bali Nuraga tidak

menyanggupi dan memberikan penawaran bahwa kerugian diselesaikan bersama

yaitu setengah dari pihak Bali Nuraga dan setengah dikembalikan kepada orang

tua korban. Tetapi Kades Agom menolak dengan alasan bahwa korban gadis

Lampung tersebut bukan terjatuh karena tabrakan, benturan, gesekan atau

tersenggol kendaraan lain secara tidak disengaja, melainkan terjatuh akibat

kesengajaan warga Desa Bali Nuraga yang melakukan tindakan tidak terpuji.
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Ketika terjadi dialog di dalam rumah pelaku dari warga Bali Nuraga yang juga

terdapat banyak warga dari desa tersebut, diluar rumah banyak warga Desa Bali

Nuraga yang berbisik-bisik dan mengatakan “udah lah tausah diurusin, Desa

Agom aja kecil”. Akibat bisikan-bisikan itulah, Kades Bali Nuraga terpancing dan

mengatakan “yasudah kalau tidak mau diurusin”. Kurang lebih pukul 16.00 WIB

warga Desa Agom langsung pergi meninggalkan Desa Bali Nuraga tanpa ada hasil

keputusan.

Setelah itu, Kades Agom dan orang tua korban melaporkan kejadian pada pihak

yang berwajib. Pihak kepolisianpun menindaklanjuti laporan tersebut dengan

mendatangi Desa Bali Nuraga untuk mencari pelaku pelecehan tersebut. Tetapi

pihak Desa Bali Nuraga dan warga menyembunyikan pelaku agar tidak ditangkap

oleh polisi. Karena warga Desa Agom mengetahui kejadian tersebut akhirnya

kesal dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua-ketua adat dari beberapa

Marga Lampung di Lampung Selatan.

5.2.3 Eskalasi Massa

Kompleksitas dari gesekan yang sering terjadi membuat masyarakat etnis

Lampung menganggap ada kehormatan yang harus diperjuangkan. Pada sisi lain

kalangan masyarakat etnis Bali menganggap bahwa mereka adalah satu keutuhan

yang takkan bisa dipecahkan jika kebersamaan terus dijaga tanpa memperhatikan

sumber masalah yang ada dan coba memecahkannya dengan jalan dialogis

bersama. Akhirnya upaya perdamaian menjadi buntu, kedua etnis merasa ada hal

penting menyangkut ego masing-masing etnis.
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Kegeraman akan keresahan yang telah diperbuat dalam jangka waktu yang cukup

lama dengan berbagai latar belakang masalah membuat etnis Lampung sebagai

tuan rumah merasa memang harus menyelesaikan permasalahan yang ada tak

peduli apa yang akan terjadi. Karena mereka menganggap jika tidak diselesaikan

dengan cara primordial, maka kecenderungan untuk mengulangi perbuatan yang

sama dikemudian hari akan terjadi. Begitu kuatnya peran tokoh adat di Provinsi

Lampung membuat penyebaran informasi begitu cepat meluas, tidak hanya

melalui Handphon, tetapi juga melalui jejaring sosial internet seperti Facebook

dan Twitter yang disebar kepada kerabat di luar Lampung Selatan.

Akhirnya pada Sabtu malam, beberapa masyarakat Lampung mendatangi Desa

Bali Nuraga untuk mencari pelaku. Tetapi sudah disambut dengan ratusan warga

Desa Bali Nuraga yang menggunakan senapan angin dan senjata tajam. Kejadian

tersebut mengakibatkan dua orang etnis Lampung luka serta satu sepeda motor

dibakar oleh warga Desa Bali Nuraga.

Penyerangan keduapun kembali terjadi pada hari Minggu 28 oktober pukul 10,00

WIB yang mengakibatkan dua orang warga Lampung meninggal dunia di tempat

kejadian dan yang satu meninggal di RSUAM (Rumas Sakit Umum Abdul

Moeloek) Bandar Lampung. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 13.00

WIB kembali terjadi penyerangan pada warga Desa Bali Nuraga secara sporadis.

Serangan kali ini kembali disambut dengan tembakan senjata api laras pendek

yang mengakibatkan satu orang tewas tertembak di bagian kepala dan langsung di

mutilasi oleh ratusan warga Bali Nuraga, serta dua orang terkena luka tembak di

bagian kaki. Korban yang meninggal dunia adalah, Yahya bin Abdulah 45 tahun
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dari warga Kelurahan Wayurang, Marhadan 35 tahun dari warga Gunung Terang,

dan Alwin 35 tahun dari warga Tajimalela. Satu lagi, Solihin 35 tahun warga

Kalianda yang tewas saat mendapatkan perawatan medis di RSUAM Bandar

Lampung.

Penyerangan dihentikan karena memang lemahnya strategi yang belum tersusun

dengan baik. Kemudian, pada hari Senin tanggal 29 Oktober masyarakat etnis

Lampung dengan kekuatan massa tidak kurang 20.000 orang dari berbagai daerah

di Lampung pada pukul 08.00 WIB kembali berkumpul. Tujuannya adalah

melakukan penyerangan kembali kepada warga Desa Bali Nuraga. Pada awalnya

penyerangan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB, tetapi karena dari tokoh adat

memiliki pertimbangan lain, akhirnya penyerangan dilakukan pada pukul 14.00

hingga 16.30 WIB. Selesai atau tidak selesai warga etnis Lampung diharuskan

meninggalkan Desa Bali Nuraga oleh tokoh adat dari Keratuan Darah Putih yang

dipimpin oleh Raden Imba dan lima marga di Lampung Selatan.

Karena merasa terhina dengan tindakan etnis Bali tersebut, langsung beredar

pesan singkat melalui Handphone untuk yang kedua kalinya yang berisi

pengumpulan massa yang berpusat di Desa Agom Kecamatan Kalianda. Bukan

hanya etnis Lampung di Kabupaten Lampung Selatan yang turun dalam konflik

tersebut, melainkan seluruh etnis Lampung dari berbagai daerah seperti Jabung,

Asahan, Lampung Tengah, Metro, Lampung Utara, dan etnis Lampung dari

Provinsi Banten ikut membantu dalam penyelasaian konflik tersebut. Selain itu,

ada beberapa etnis lain yang juga turut serta dalam konflik di Lampung Selatan,

itu disebabkan kebosanan mereka terjajah oleh etnis Bali di Lampung Selatan.
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Semua etnis pendatang yang merasa pernah terjajah akhirnya mengambil peran

untuk meredam arogansi etnis Bali yang selama ini meresahkan mereka, dengan

harapan suatu hari nanti masyarakat etnis Bali dapat membaur dengan masyarakat

pendatang lain dan dengan pribumi yang merupakan tuan rumah.

Gambar 1 : Pemetaan Konflik di Kabupaten Lampung Selatan.

Keterangan :

Menandakan pihak yang terlibat.
Garis putus-putus menandakan
hubungan yang tidak resmi.
Garis turun-naik (zig-zag)
Menandakan perselisihan, konflik.
Kotak persegi menandakan isu-isu,
Topik, atau pemicu konflik.

Perebutan
Lahan Parkir

Keonaran di
masjid

Jawa

Saling senggol
saat berjoget

Perkelahian
Remaja SMA

Perselisihan
Calo agen

Pelecehan
seksual

Bali

Lampung

Semendo
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Massa yang memasuki perkampungan etnis Bali membagi kelompok menjadi tiga

arah penyerangan, kelompok pertama menyusuri jalan utama Desa Bali Nuraga

yang juga dijaga ketat aparat kepolisian, korps brimob dan tentara, kelompok

kedua memasuki sawah sebelah kiri jalan yang ternyata tidak mendapat penjagaan

ketat, lalu kelompok yang ketiga memasuki persawahan sebelah kanan jalan

utama yang juga tidak mendapat penjagaan dari aparat.

5.2.4 Akibat yang Ditimbulkan Karena Penyerangan

Penyerangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 345 rumah porak-poranda akibat

dirusak dan dibakar dan sekitas 103 rumah rusak ringan, tidak diketahui secara

jelas korban tewas di hari Senin, dari harian Media Indonesia Online pada tanggal

30 oktober pukul 15.50 WIB menyebutkan 10 korban meninggal dunia pada hari

senin tersebut. Sedangkan kompas.com merilis 9 korban tewas pada hari Senin.

Sedangkan Menurut warga Lampung dari Desa Kedaton yang pada hari Senin 19

November menerangkan jumlah korban meninggal pada hari Senin 29 Oktober

berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Keterangan ini sesuai dengan keterangan

salah seorang anggota Korps Brimob yang bertugas di tempat kejadian, dia

mengatakan bahwa Korban yang ditemukan hingga tanggal 17 November lebih

dari 30 (tiga puluh) kantung mayat yang berhasil ditemukan.

Banyak korban luka-luka yang diakibatkan penyerangan tersebut, dari warga

Lampung satu orang tertembak tetapi tidak diketahui siapa pelaku penembakan

tersebut, juga terdapat dua warga Lampung yang terkena pecahan kaca di bagian

kakinya. Selain itu, salah seorang warga Lampung juga terkena sabetan senjata

tajam di bagian tangan kirinya ketika terlibat perkelahian, sedangkan korban luka
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dari pihak etnis Bali hanya di hari minggu saja dikarenakan kontak langsung

dengan warga Lampung, tetapi tidak diketahui berapa jumlahnya karena mereka

dirawat di Puskesmas Candi Puro, selain di ungsikan ke hutan.

5.2.5 Hasil Perdamaian Konflik

Kesepakatan perdamaian dicapai pada hari minggu 4 november 2012 yang di

hadiri petinggi pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung

Selatan, Tokoh adat Lampung yang diwakili oleh Temenggung Niti Zaman dan

Syafrudin Husin juga tokoh adat Bali Lampung Selatan yang diwakili oleh Made

Sukintre, Wayan Gambar, Made Sumite, Nyoman Gita, Putu Supandi, Jro Gede

Suti, Sudarsana, Made Karyase, Mulyana, Made Suka. Dengan menandatangani

Surat Pernyataan dan 10 poin perdamaian yang akan dijaga oleh kedua etnis

khususnya dan seluruh etnis yang ada di Lampung Selatan umumnya.

Tetapi pengukuhan perdamaian dilaksanakan pada hari rabutanggal 21 November

di lapangan Waringin Harjo Desa Agom Kecamatan Kalianda. Dengan dihadiri

mayoritas masyarakat Lampung dari Desa Agom Kecamatan Kalianda, warga

Desa Bali Nuraga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah

Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Pernyataan permohonan maaf etnis Bali di Kabupaten Lampung Selatan pada

Tanggal 21 November 2012:

1. Kami mewakili seluruh warga Lampung Selatan asal Bali menyadari
sepenuhnya bahwa peristiwa tersebut terjadi atas kesalahan oknum-
oknum anak-anak atau pemuda kami yang berarti keselahan kami juga
selaku orang tua.

2. Menyadari akan kesalahan tersebut maka dari lubuk hati kami yang
paling dalam, kami menyatakan permohonan maaf yang setulus-
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tulusnya kepada saudara-saudara kami suku Lampung yang berdomisili
di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan maupun yang
berdomisili di luar wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan.

Pernyataan janji masyarakat etnis Bali Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal

21 November 2012:

1. Bahwa dimasa yang akan datang, kami tidak akan mengulangi segala
bentuk perbuatan, tindakan, atau ucapan yang dapat menimbulkan
perpecahan dan perselisihan antara kami warga Lampung Selatan asal
Bali dengan warga Lampung Selatan Suku Lampung dan Suku Lainnya.

2. Bahwa apabila ada oknum warga Lampung Selatan asal Bali terbukti
melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang dapat berpotensi
menimbulkan perselisihan dan perpecahan maka kami masyarakat adat
suku Bali memberikan Sanksi Adat kepada oknum tersebut yaitu
dikeluarkan dari keanggotaan masyarakat adat Bali desa setempat dan
menyerahkan oknum tersebut kepada pihak yang berwajib untuk
diproses secara hukum.

3. Bahwa kami warga Lampung Selatan asal Bali akan selalu menjunjung
tinggi nilai-nilai kearifan lokal secara utuh yang telah berkembang
sesuai perkembangan zaman.

4. Bahwa kami warga Lampung Selatan asal Bali akan selalu menjalin
hubungan yang harmonis, dan hidup bersampingan secara rukun dan
damai dengan semua suku yang ada di Lampung Selatan.

Perjanjian pada tanggal 04 November 2012 sebelumnya sebagai berikut:

1. Kedua pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan,
kehamornisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di
Lampung Selatan.

2. Kedua pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis
yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga
menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan
kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan
umumnya bagi masyarakat luas.

3. Kedua pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan
perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok atau
golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, ketua
kelompok dan atau pimpinan golongan.

4. Kedua pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau
pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti



94

yang tercantum pada poin 3, maka akan diselesaikan secara
musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh
adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa
setempat.

5. Kedua pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti
tercantum pada poin 3 dan 4 tidak tercapai, maka tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa
setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut
kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan
perundangan berlaku.

6. Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan
perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi
menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, kedua pihak
bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dan jika
pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa
pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Lampung Selatan.

7. Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6
berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang
ada di Lampung Selatan.

8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi pada 27-29 Oktober yang
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka, kedua
pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun
dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban
dan hal ini juga berlaku bagi aparat kepolisian.

9. Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa
Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara
damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Selatan
terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau berdekatan
dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.

10. Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk menyosialisasikan isi
perjanjian perdamaian ini dengan lingkungan masyarakatnya.

Ikrar perdamaian etnis Lampung dengan etnis Bali di Kabupaten Lampung

Selatan pada tanggal 21 November 2012:

1. Akan menjaga keamanan, ketertiban, perdamaian dan kerukunan hidup
bermasyarakat, beragama, dan bersosial kemasyarakatan lainnya.
Dalam keragaman suku, adat, ras (SARA), demi kerukunan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Apabila terjadi permasalahan, perselisihan yang timbul akan
diselesaikan dengan secara damai dan kekeluargaan.
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3. Akan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang
sudah ada maupun yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada
umumnya, dan di Kabupaten Lampung Selatan khususnya.
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Gambar 2 : Pohon konflik di Kabupaten Lampung Selatan.
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5.3 Peran Pemerintah Dalam Resolusi Konflik

Hingga saat ini banyak wilayah di Indonesia yang terjadi konflik antar etnis, tetapi

penanggulangan hanya bersifat sementara untuk meredam konflik di wilayah itu

saja tanpa memperhatikan potensi konflik di daerah transmigran lain. Seharusnya

pengelola transmigrasi memperhatikan benar wilayah tujuan dengan masyarakat

yang menjadi target pemindahan baik itu segi etnis, agama, dan kebiasaan, agar

tidak timbul kesenjangan antar pendatang dengan warga pribumi.

Transmigrasi di masa lalu membawa seluruh pranata sosial suatu masyarakat,

pranata bawaan diterapkan di daerah tujuan dengan alasan agar transmigran

nyaman. Dampaknya, desa transmigrasi tidak membaur dengan desa lokal.

Akhirnya muncul desa Jawa, Bali, Sunda, dan sebagainya di daerah-daerah tujuan

transmigrasi.

Dalam hal ini resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai,

untuk itu diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik

adat maupun pemerintahan, yang terkait dengan persoalan primordial itu secara

lebih serius. Tujuan utamanya jelas agar potensi konflik yang melibatkan unsur

etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan

komprehensif.

Penambahan lapangan pekerjaan harus diupayakan oleh pemerintah dalam

menanggulangi konflik di Lampung Selatan. Minimnya lapangan pekerjaan

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan konflik sering terjadi, terbukti

dari temuan-temuan sejarah konflik di Lampung Selatan terdapat dua kali konflik

terjadi karena perebutan lapangan pekerjaan pada tahun 1982 dan 2012.
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Peningkatan keamanan di tingkat desa merupakan solusi konflik yang harus

diupayakan, terutama ketika ada kegiatan yang bersifat mengundang masyarakat

banya dan rentan terhadap gesekan. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, tercatat

sudah dua kali terjadi konflik dikarenakan acara resepsi pernikanan yaitu tahun

2005 dan 2011. Lemahnya keamanan dan tingginya pengaruh minuman

beralkohol membuat kelompok-kelompok masyarakat yang hadir tidak terkendali

dan membuat kerusuhan.

Jika memang negara atau pemerintah menginginkan kemandirian terbentuk dalam

setiap daerah, seharusnya pengawalan serius dilakukan terhadap pemahaman akan

budaya mereka masing-masing, agar ketika ada permasalahan kecil, mereka tidak

mudah terprovokasi dengan penyimpangan-penyimpangan makna  doktrin budaya

mereka sendiri. Dalam beberapa kasus konflik antar etnis yang terjadi di

Indonesia, para provokator memprovokasi dengan menyimpangkan makna doktrin

yang ada dalam budaya mereka agar masa lebih cepat tersulut emosinya.

Jika dilihat dari kacamata politik, maka pemerintah seharusnya mampu

menciptakan kondisi harmonis antar umat beragama dan antar etnis yang ada di

kawasannya, memang pemerintah sudah membentuk organisasi yang menjaga

keharmonisan antar agama dan antar etnis. Tetapi itu dibuat hanya dalam

kerangka pemenuhan aparatur desa, sedangkan lemahnya pemantauan dan

perhatian dari pemerintah menjadikan organisasi tersebut tidak sesuai dengan

fungsi pembuatannya.

Perhatian peneliti tertuju pada satu pertanyaan, dimana peran FKUB ketika

konflik baru terjadi di Kecamatan Way Panji, mengapa FKUB yang dibentuk dari
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berbagai agama dan etnis tidak mampu menjembatani konflik yang terjadi agar

tidak meluas dan bisa menemukan titik temu perdamaian. FKUB menjadi tumpul

karena lemahnya perhatian dari pemerintah maupun pihak kepolisian sehingga

FKUB tidak dianggap mempunyai peran dalam menjaga keharmonisan sosial

yang ada di masyarakat.

Tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan dalam pembentukan FKUB di setiap

kecamatan. Tetapi itu hanya untuk mengeluarkan dana yang sudah dianggarkan

oleh pemerintah pusat dan kementerian agama, tetapi di tataran masyarakat peran

dan fungsi FKUB tidak begitu terasa bahkan masih jauh panggang dari api.

Pengawalan dan perhatian serius seharusnya bisa dilakukan untuk membuat

lembaga bentukan pemerintah memiliki magnet untuk menyelesaikan masalah.

Pemerintah seharusnya memahami betul apa sebab yang memicu gelombang

manusia begitu besar turut serta dalam konflik yang terjadi di Lampung Selatan

ini. Masyarakat tidak serta-merta ingin terjun membantu saudara yang beretnis

sama jika latar belakang masalah hanya sekedar pelecehan terhadap dua

perempuan Lampung saja, melainkan secara historis ada akar permasalahan yang

hanya selesai di tataran elit saja.

Pemerintah baik itu pusat, provinsi, ataupun kabupaten tidak menelaah sejauh itu

dalam mencari fakta sejarah konflik dan penyelesaiannya dalam masyarakat.

Ketika konflik kembali pecah dimasyarakat, pemerintah hanya menyalahkan

masyarakat dan mengatakan bahwa kita seperti hidup dalam hukum rimba dan

mengerahkan aparat begitu banyak. Apakah ketua adat, tokoh adat, dan tokoh

masyarakat serendah itu dalam membuat pranata sosial di daerahnya dari dahulu.
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Tekanan yang diberikan oleh pemerintah pasca kerusuhan hanyalah penyelesaian

konflik sebelah pihak saja, karena masyarakat cenderung hanya di takuti oleh

kekuatan aparat polisi bersenjata saja, bukan karena kharisma pemimpin yang

menenangkan gelombang massa. Semua itu terjadi karena adanya kesenjangan

antara elite politik dengan masyarakat, sehingga elite pemerintah ataupun elite

politik tidak dikenal oleh masyarakatnya sendiri.

Pemimpin haruslah memberi solusi konkret dalam konflik yang ada dimasyarakat,

karena pemimpin seharusnya bisa menjembatani antara permintaan masyarakat

pribumi dengan harapan masyarakat pendatang yang menjadi sumber masalah

dalam konflik skala besar. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer seperti

ingin membasmi teroris atau pemberontak negara.

Kebanyakan pemimpin pemerintah hanya memikirkan kelompoknya saja, tanpa

mau memperhatikan masyarakatnya yang sebenarnya merupakan kekuatan besar

baginya dan negara. Dengan konflik besar ini, pemerintah harus menelaah lagi

sikap politiknya terhadap masyarakat agar tetap memiliki wibawa yang bisa

menenangkan gelombang konflik besar. Semua menilai bahwa pemerintahlah

yang bobrok dalam mengatasi konflik yang ada, dan menjaga keharmonisan

sosial, tetapi pemerintah daerah masih belum melakukan pembenahan dalam

menyelesikan konflik.

Seharusnya pemerintah pusat memperhatikan benar bagaimana kondisi jajarannya

di tingkat provinsi dan kabupaten, agar konflik horizontal tidak terus menerus

kembali terjadi di tempat yang sama ataupun di kabupaten lain. Konflik horizontal

di Indonesia bagaikan bom waktu yang siap meledak ketika waktunya tiba.
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Tangan dingin pemerintah pusat diperlukan dalam mereformasi pejabatnya di

tingkat daerah, bukan kepada masyarakat tangan dingin tersebut diarahkan.

5.4 Realitas Keharmonisan Antara Etnis Bali dengan Etnis Lampung di
Kabupaten Lampung Selatan

Untuk kabupaten yang memiliki banyak indikator konflik, pencegahan harus

menjadi pendekatan utama pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Aparat

keamanan tidak berhasil menurunkan ketegangan dan mencegah kekerasan karena

intervensi baru dilakukan ketika konflik sudah hampir meluas, pemerintah

seharusnya memberikan perhatian serius kepada masyarakat melalui paguyuban

atau organisasi di masyarakat agar peran pemerintah tetap memiliki power dimata

masyarakat.

Dalam kasus di Lampung Selatan ini, terlihat bahwa masyarakat tidak memiliki

kepercayaan terhadap lembaga hukum di daerahnya, sehingga masyarakat

memutuskan untuk terjun langsung dalam menyelesaikan permasalahan di

masyarakat itu sendiri. Tetapi dengan keterbatasan masyarakatlah sehingga

mereka mengumpulkan jumlah yang besar agar bisa menyelesaikan persoalan

mereka. Masyarakat saat ini memang merasa jenuh dengan hukum yang terlihat

berkurang dalam segi kualitas, oleh karena itu, hukum harus kembali menciptakan

keamanan dalam sisi kehidupan masyarakat, agar kepercayaan masyarakat

kembali muncul dalam menyerahkan persoalan yang ada.

Dengan gelombang massa yang begitu besar, justru bukan menyelesaikan konflik

yang terjadi, melainkan menimbulkan permasalahan baru karena tidak

terkontrolnya amarah massa yang memuncak karena ada di antara mereka yang
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menjadi korban dalam kerusuhan tersebut. Jika memang pihak hukum

menginginkan penegakan hukum dengan tegas, maka jangan sampai langkah yang

ditempuh justru menimbulkan konflik baru yang terjadi.

Selain itu, kearifan lokal harus dijunjung tinggi tanpa ada pergeseran makna,

setiap budaya dan daerah pasti memiliki doktrin kearifan lokal yamg harus

dijunjung tinggi sesuai kebhinekaan yang mencerminkan kesatuan negara. Dalam

beberapa kasus, ketika ada gesekan antar etnis, mereka tidak lagi melihat doktrin

yang dijunjung budayanya.

Kebanyakan penyelesaian konflik di Lampung Selatan menyisakan bom waktu

pada masyarakat yang siap untuk meledakkan kembali bumi Lampung Selatan di

suatu saat. Ini karena penyelesaian perdamaian hanya sebatas untuk kepentingan

politik saja, pemerintah terkesan terburu-buru dalam menyelesikan konflik tanpa

mengulas kembali lebih dalam historis konflik yang sebelumnya.

Kerusuhan sosial dalam skala besar pasti bukan karena satu alasan saja,

melainkan akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya yang memuncak dan

menyebabkan masyarakat geram dan bertindak anarkis secara masive. Seperti

perdamaian yang terjadi di Desa Agom Kecamatan Way Panji pada tanggal 21

November 2012, masih ada beberapa desa di Lampung Selatan yang belum

menyetujui perdamaian tersebut karena dianggap mempunyai muatan politik para

elit pemerintahan.

Tetapi sayangnya, pemerintah hanya membiarkan saja sikap masyarakat desa

tersebut tanpa memperhatikan mereka, ini merupakan bentuk konkret bahwa
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penyelesaian konflik di Lampung Selatan secara fundamental belum selesai.

Seharusnya pemerintah kembali mengadakan dialog dan menampung aspirasi dari

desa-desa tersebut dan memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak yang

bertikai dan untuk pemerintah.

Beberapa desa yang belum sepakat dengan perdamaian ini di kemudian hari tidak

menutup kemungkinan akan menjadi potensi bentrok dalam skala besar jika etnis

Bali membuat keonaran lagi. Karena mereka belum merasa berdamai dengan

pihak etnis Bali dan juga pemerintah tidak memperhatikannya. Selain itu, bentuk

konkret bahwa pemerintah belum sepenuhnya menyelesaikan perdamaian di

Kabupaten Lampung Selatan terlihat dari penjagaan aparat yang melimpah ruah di

Desa Agom, kantor Pemda Lampung Selatan dan beberapa titik vital di

Kecamatan Kalianda dalam agenda perdamaian tanggal 21 November tersebut.

Kondisi keharmonisan di Kabupaten Lampung Selatan saat ini terbilang rendah.

Adanya perasaan saling tidak percaya antara etnis Bali dengan etnis Lampung dan

perasaan saling curiga merupakan penyebab keharmonisan menjadi kurang.

Semua itu merupakan buntut dari pelanggaran perjanjian perdamaian konflik di

Kecamatan Sidomulyo dan konflik yang terus terulang antara etnis Bali dengan

etnis non-Bali di Lampung Selatan.


